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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SOCIAL FORESTRY PROGRAM POLICY
TOWARDS INCOME IMPROVEMENT OF FOREST COMMUNITIES IN
MAMASA DISTRICT, WEST SULAWESI PROVINCE

Verawati

verawatisahabuddin(@gmail.com

Graduated Studies Programme

Indonesia Open University

This study aims to analyze the implementation of the Social Forestry Program in
Mamasa Regency using the policy implementation model of George C. Edward 111,
which emphasizes four key variables: communication, resources, implementer
disposition, and bureaucratic structure. The Social Forestry Program is a strategic
government policy intended to promote community-based forest management to
improve the welfare of forest-dependent communities in a sustainable manner. This
research employs a descriptive case study method with a qualitative approach,
supported by primary data collected through in-depth interviews with various
stakeholders, including the Forestry Service of West Sulawesi Province, Forest
Management Units (KPH), forestry extension officers, NGO facilitators, village
governments, and forest farmer groups. The findings show that communication in
this program has been relatively effective, facilitated through formal socialization
and direct assistance that helps the target groups understand the program's
objectives and procedures. The bureaucratic structure is considered
straightforward and procedural, enabling easy access for communities to obtain
permits and technical support. The disposition of implementers is generally
positive, reflected in strong commitment, consistency, honesty, and democratic
practices in engaging communities. However, financial resources remain the main
obstacle, as funding from national and local budgets, as well as international
grants, is limited, inconsistent, and does not reach all target groups. This condition
has led to many groups with approved permits being unable to optimize their
Jorestry activities. In conclusion, the success of the program is supported by good
communication, Iimplementer disposition, and bureaucratic structure, but
constrained by inadequate financial resources that require more attention to
achieve the policy's intended goals.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Perhutanan
Sosial di Kabupaten Mamasa dengan menggunakan model implementasi kebijakan
George C. Edward I, yang menekankan empat variabel utama: komunikasi,
sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Program Perhutanan
Sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pengelolaan
hutan berbasis masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan
secara lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh data primer melalui wawancara
mendalam dengan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi
Barat, KPH, penyuluh kehutanan, NGO pendamping, pemerintah desa, dan
kelompok tani hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam
program ini berjalan cukup baik melalui sosialisasi formal dan pendampingan
langsung yang mempermudah pemahaman kelompok sasaran. Struktur birokrasi
dinilai sederhana, prosedural, dan mempermudah akses kelompok untuk
memperoleh izin dan pendampingan. Disposisi implementor umumnya positif,
tercermin dari komitmen, konsistensi, kejujuran, dan praktik yang demokratis
dalam melibatkan masyarakat. Namun, sumber daya finansial menjadi kendala
utama karena pendanaan tidak optimal, tidak rutin setiap tahun, dan belum
menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Kondisi ini menyebabkan
sebagian besar kelompok yang telah memperoleh izin belum dapat
mengoptimalkan usaha kehutanan mereka. Kesimpulannya, keberhasilan
implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Mamasa didukung oleh
komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang baik, namun masih terhambat
oleh keterbatasan sumber daya finansial yang perlu mendapat perhatian lebih
agar tujuan kebijakan tercapai secara menyeluruh..

Kata Kunci:

Implementasi, Perhutanan Sosial, Kenaikan Pendapatan, Masyarakat Hutan
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